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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ Es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ Zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط



 
 

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .‘. Komater balik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍommah U U وْ 

 

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 



 
 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

ى..َ...... ا..َ..  
fatḥah dan alif 

atau ya 
 ̅ 

A dan gari 

satas 

   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
i dan garis di 

bawah 

و....ُ  
ḍommah dan 

wau 
 ̅ 

u dan garis 

di atas 

C. Ta Mar butah 

Transliterasi untuk tamar butah ada dua. 

1. Ta  Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 



 
 

tanda syaddaht ersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . 

Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah. 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

F. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan  apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya  setiap kata, baik  fi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 



 
 

dihilangkan smaka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Penggunaan huru fawal capital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-

Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek  Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 



 
 

 



ABSTRAK 

Nama :   Kharisma Hasibuan  

Nim :   14101 00042 

Jurusan/Fakultas :    Ahwal Syaksiyah/ Syari’ah dan Ilmu Hukum 

Judul Skripsi  :  PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI 

DESA SIMARTOLU KECAMATAN SOSOPAN 

KABUPATEN PADANG LAWAS DI TINJAU 

DARI HUKUM ISLAM 

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

dalam membagi harta warisan ada ahli waris yang tidak mendapat bagian, 

yaitu isteri kedua beserta anak-anaknya. Sehingga rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa 

Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana 

praktek pembagian harta  warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari Hukum Islam.Sedangkan tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa 

Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dan untuk 

mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum 

Islam. 

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) yang 

bersipat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dibutuhkan 

dilapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

data dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan 

menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian, penulis melihat praktek pembagian harta 

warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam isteri dan anak 

adalah ahli waris. Praktek pembagian harta warisan di desa Simartolu 

kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas isteri kedua beserta 

anaknya tidak mendapat harta warisan ini disebabkan karena anak dari 

isteri pertama merasa harta tersebut adalah pencaharian orang tuanya. 

Dalam hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki 

harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual 

maupun secara universal.Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar. 

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi 

para ahli warisnya.Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwarisi.
1
 

Syari’at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengancara yang 

terbaik, akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi 

atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah.
2

Ia pun mengakui 

perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang dimasa hidupnyakepada ahli 

warisnya sesudah wafatnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa 

membedakan anak kecil dan orang dewasa. 

Kitab Suci al-Qur’an telah menjelaskan tentang hukum kewarisan dan 

hak- hak setiap ahli waris. Dengan demikian, tidak ada celah bagi seseorang 

untuk menetapkan bagian waarisan  sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh 

                                                           
1
Effendi Parangin , Hukum Waris ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm 3. 

2
Muhammad Ali as- Sabuni, Fikih Mawaris (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 199),hlm. 12 

 

1 



karena itu, al- Qur’an merupakan sandaran hukum kewarisan dan nilai 

pembagiannya.Hanya sedikit hukum kewarisan yang ditetapkan berdasarkan 

hadis-hadis Rasullullah SAW, dan ijma’ ulama. Dalam al-Qur’an hukum 

kewarisan islam telah dijelaskan dengan begitu mendetail dan terperinci, 

seperti hukum kewarisan. 

Mengenai Ketetapan pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam 

surat an-Nisaayat 176 yang menerangkan mengenai perolehan saudara-

saudara dalam hal kalalah.
3
 

                          

                                    

                          

                         

 

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 

Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 

                                                           
3
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ), hlm 5. 



menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.  

 

Ayat diatas menegaskan bahwa kaum perempuan itu sedikit atau 

banyak mendapat bagian harta peninggalan secara pasti sebagai ahli waris. 

sebagaimana yang diatur dalam Q.s. an-Nisa : 14 : 

                   

        

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggarketentuan-ketentuan-Nya,niscaya Allah memasukkannya ke dalam 

api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan. 

Begitulah ancaman Allah SWT di dalam firman-Nya. Ancaman 

tersebut tentunya akan dirasakan bagi masyarakat yang tidak menjalankan 

pembagian harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. 

Problema yang muncul sekarang ini banyak orang yang tidak 

memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit dicarikan orang yang benar- 

benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak 

mau tau dengan ilmu mawaris , sehingga akibatnya mereka membagi harta 

warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara 

yang benar menurut islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata 

antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat 



bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain.Kenyataan ini terutama 

akibat tidak memahaminya aturan yang digariskan dalam ilmu mawaris.
4
 

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang 

berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk 

menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga.Karena 

itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil 

dalam al-Qur’an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam 

keluarga
5
.Dalam hal pembagian harta warisan ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh pewaris yaitu meninggal dunia, karena harta yang dibagikan 

sebelum sipemilik harta (pewaris) meninggal, maka tidak dikatakan sebagai 

warisan. Pembagian yang dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia 

(pewaris)itu dianggap dalam hukum islam sebagai hadiah. 

Namun secara idealnya pembagian harta warisan harus dibagi sesuai 

dengan bagian–bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, tentunya 

setelah penyelesaian semua hutang pewaris dan wasiatnya dilakukan.Jadi bagi 

yang tidak melaksanakannya maka sanksinya neraka dan azab Allah. 

Sedangkan pada masyarakat Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

terdapat sebagian warga dalam pembagian harta warisan isteri dan anak 
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kandung sipewaris tidak mendapat bagian sama sekali. Dimana pembagian 

harta tersebut menimbulkan masalah.
6
 

Ada pun beberapakeluarga  di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

yang penulis ketahui tidak mendapat harta warisan sama sekali dari pewaris 

padahal isteri sah dan anak kandung dari sipewaris diantaranya : 

Keluarga dari bapak H.Imran (Almarhum) bapak ini dua kali 

menikah..Isteri pertamanya meninggal terlebih dahulu dan mempunyai anak 

satu bernama Hadi. Selama mereka hidup bertahun- tahun menghasilkan 

banyak harta diantaranya rumah, kebun karet dua hektar ,kebun salaklima 

hektar, dan tanah kosong lainnyadua hektar. Setelah isterinya meninggal, 

Ternyata mempunyai hutang dan harta peninggalan pewaris dijadikan sebagai 

pembayar hutang sipewaris. Kemudian bersisa kebun salak dan tanah kosong 

tersebut. Bapak H. imran menikah lagi dengan isteri keduanya bernama Ijah 

Harahap dan mempunyai anak satu . Anaknya bernama Puja kusuma, mereka 

hidup bersama dan mengolah tanah kosong tersebut dan menanaminya karet 

dengan biaya dari isteri keduanya, lima tahun kemudian suaminya meninggal. 

Maka yang menjadi ahli waris disini adalah isteri  dan dua orang anak, 

ternyata anak pertama dari isteri pertama bapak H. Imram yaitu Hadi 

mengambil semua harta kekayaan ayahnya tanpa membagi sepersen pun 

kepada ibu tiri dan adeknya yang bernama Puja Kusuma. Dan akhirnya ibu 

Ijah bertengkar dengan anak tirinya Hadi dan meninggalkan rumah bersama 
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anaknya puja tanpa membawa apa- apa. Disini terjadi ketidakadilan dalam 

pembagian harta warisan menurut penjelasan Ibu Ijah harahap
7
. 

Hadi menjelaskan bahwa harta warisan yang ditinggalkan  adalah harta 

yang dicari selama ibunya hidup bersama ayahnya.sehingga Hadi tidak mau 

membagi harta warisan tersebut.Apalagi selama ayah dan ibu tirinya itu hidup 

bersama Hadi selalu di adu domba oleh ibu Ijah harahap selaku ibu tirinya itu 

kepada Pewaris. Sehingga pewaris dengan Hadi berselisih sampai pewaris 

meninggal dunia.Itulah yang menjadi Alasan Hadi tidak membagi Harta 

Warisan tersebut Kepada Ibu ijah dan Puja kusuma menurut penjelasan Hadi.
8
 

H. Kari Pinayungan Harahap (Almarhum)orang yang kaya raya 

mempunyai tanah yang luas.mempunyai anak 8, 5 laki-laki 3 perempuan dari 

isteri pertamanya. Tak lama kemudian isterinya meningggal dunia 

daniamenikah lagi mempunyai anak satu, selama mereka hidup bersama si 

isteri dirumah saja dan tidak boleh bekerja alasan karena suami tidak 

memboleh kan sehingga tidak menghasilkan apa- apa atau harta yang mereka 

cari bersama tidak ada. H. Kari Pinayungan Harahap meninggal Dunia yang 

menjadi ahli waris disini adalah Isteri dan sembilan orang anak. Ternyata anak 

dari H. Kari Pinayungan Harahap dari isteri pertamanya menguasai seluruh 

harta kekayaan ayahnya, tanpa membagi sepersen pun kepada ibu tirinya dan 

adek mereka.Dengan alasan tidak ada harta pencaharian selama ayah mereka 
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menikah dengan ibu tirinya.menurut penjelasan Tapi singgar harahap anak 

kandung H. Kari pinayungan harahap dari isteri keduanya.
9
 

Sedangkan penjelasan Baginda Harahap selaku anak pertama dari 

isteri pertama pewaris menjelaskan bahwa Harta warisan Ayahnya tersebut 

sudah dibagi rata dan sebagian saudaranya tidak membolehkan untuk 

membagi sebagian harta untuk ibu tiri dan adeknya, dengan alasan harta 

tersebut harta carian pewaris bersama ibu mereka selama masih hidup.
10

 

Dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan praktek 

pembagian warisan di desa Simartolu Kecamatan Sosopan ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam. Isteri dan anak merupakan ahli waris, anak 

kelompok ahli waris menurut hubungan darah sedangkan isteri ahli waris 

menurut hubungan perkawinan.keduanya sama-sama berhak mendapat harta 

warisan dari pewaris. Faktanya dilapangan terdapat beberapa keluarga yang 

merasa bahwa haknya diambil oleh orang lain atau ketidakadilan dalam 

pembagian harta warisan. Seorang isteri dan anak kandung tidak mendapat 

bagian sama sekali.
11

 

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mencoba untuk 

mendeskripsikan hal tersebut dan tertarik dengan dan membuat sebuah 

penelitian  dengan mengangkat judul, “Praktek pembagian harta warisan 

studi kasus pada beberapa keluarga yang beristeri lebih dari satu di Desa 
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Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari 

Hukum Islam“ 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan 

masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ? 

2. Bagaimana praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari Hukum Islam 

?  

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian Sebagai berikut : 

a. Mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. 

b. Mengetahui praktek pembagian harta warisan di Desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari 

Hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian Sebagai Berikut : 

a. Menambah ilimu pengetahuan dan wawasan tentang pembagian 

wawasan peneliti tentang praktek pembagian warisan ditinjau dari  

hukum Islam. 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain. 



c. Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( SH ) dalam 

Syari’ah dan Ilmu Hukum pada jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN 

Padang sidimpuan. 

D. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan- kesalahan dalam pemahaman terhadap 

istilah- istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis 

membahas batasan istilah sebagai berikut:  

1. Praktek adalah Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
12

 

2. Pembagian adalah Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
13

 

3. Harta adalah Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti 

rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.
14

 

4. Warisan adalah Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli 

waris.
15

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adalah penelusuran penulis sejauh ini ada beberapa penelitian yang 

membahas tentang Kewarisan  akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam 

skripsi ini. Resti Nauli Dalimunte yang berjudul “ Pelaksanaan  Kewarisan 

Ahli Waris pengganti “.menjelaskan tentang ahli waris pengganti itu bukan 

hanya anak, tetapi termasuk yang lainnya, misalnya ayah sampai keatas, 

saudara dalam hubungan menyamping. 
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Skripsi Riska Ulfa Rambe yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian 

Harta warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau”. Yang menjadi latar 

belakang masalah dalam penelitian ini adalah menurut hukum waris 

Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk 

beluknya karena pada satu pihak hukumwaris minangkabau merupakan 

kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hokumibu, akan tetapi 

pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum 

syara’ ( agama).Sesuai dengan susunan hukum ibu maka ahli waris menurut 

hukum adat minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat 

minangkabau harta prninggalan dapat berupa harta pustaka tinggi dan harta 

pustaka rendah(harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan 

tergantung dari kemauan simeninggal pada masa hidupnya. Pengaruh hukum 

islam sangat kental didalam bidang pewarisan masyarakat minang kabau 

yang tanpak nyata.
16

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Resti Nauli Dalimunte dan Riska Ulfa 

Rambe. 

Sedangkan Skripsi yang dilakukan oleh penulis “Praktek Pembagian 

Warisan Didesa Simartolu Kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas di 

tinjau dari hukum Islam”.yang menjadi latar belakang masalah dalam 
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penelitian ini adalah fenomena yang penulis lihat dalam masyarakat terutama 

di desa simartolu kecamatan sosopan praktek pembagian warisan tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Yang mana isteri dan anak dalam perkawinan 

yang sah dan dicatatkan tidak mendapat harta warisan sama sekali,sebab 

pewaris mempunyai anak dari isteri pertama menguasai seluruh harta 

kekayaan ayahnya (pewaris)dengan alasan bahwa ibu tiri atau isteri kedua 

ayahnya itu tidak mempunyai harta yang dicaribersama selama ayahnya 

hidup bersama dengan pewaris. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Bab I pendahuluanterdiri dari latar belakang masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu 

dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II landasan Teori terdiri dari Pengertian Kewarisan, Dasar Hukum 

Kewarisan, Rukun dan Syarat Kewarisan, Sebab-sebab Mewarisi, Asas-asas 

Kewarisan, dan penghalang Kewarisan . 

Bab IIIMetode penelitian  terdiri dari Data Geografis, Waktu dan 

lokasi penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengelolaan analisis data dan teknik pengecekan 

kebahasaan data. 

Bab IV Hasil penelitian terdiri atas Praktek Pembagian Harta Warisan 

di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten padang lawas, dan 



Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Dari Hukum Islam. 

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Kewarisan 

Hukum kewarisan Islam yaitu mengatur peralihan harta dari 

seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dan aturan 

tentan peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah, seperti : faraid, 

fiqih mawaris, dan hukum al-faris dan kata yang lazim dipakai adalah 

Faraid. 

Lafas al- Faraid (الفر ائض) sebagai jamak dari lafas Faridah (فر يضة) 

oleh ulama Faradiyyun diartikan semakna dengan lafas Mafrudah (مفرً ضة) 

yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya.
1
Diartikan 

demikian, karena bagian-bagian yang telah dipastikan kadarnya dapat 

mengalahkan bagian-bagian yang belum dipastikan kadarnya. 

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata : ًراثة  –ًرثا  –يرث  –ًرث  

Yang berarti pindahnya harta sifulan (mempusakai harta sifulan).
2
 

Sedangkan pusaka menurut kamus Bahasa Indonesia ialah : harta benda 

peninggalan orang yang meninggal.
3
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Maksud dari at-tirkah disini menurut bahasa ialah suatu yang 

ditinggalkan oleh seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang 

ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara 

mutlak
4
.Tirkah belum bisa dikatakan sebagai harta warisan karena harta 

warisan itu adalah bagian dari tirkah tersebut. Jadi , harta tirkah belum bisa 

dibagikan kepada ahli waris. 

Apabila seseorang meninggal dunia tentunya tidak terlepas dari 

apakah simayit mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya ia 

mempunyaitirkah , maka tirkah tersebut berkaitan erat dengan lima hak 

berikut yaitu Biaya-biaya perawatan mayit, hak-hak yang terkait dengan 

harta warisan,utang-utang mursalah, wasiat, harta warisan .
5
 

Jadi setelah ditunaikan semua kewajiban yang ada pada harta tirkah 

seperti yang disebutkan diatas barulah bisa tirkah itu dikatakan harta 

warisan dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya. 

Maka tirkah tidak sama dengan harta warisan dan harta warisan itu 

sendiri bagian dari tirkah tersebut. Dalam literatur hukum diindonesia, 

digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari 

bahasa Arab, yaitu : Waris, Warisan, pusaka dan hukum kewarisan.
6
Yang 

menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak 
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menerima harta warisan. Yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan 

yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang 

menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang 

memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan 

objek dari warisan , terutama yang berlaku dilingkungn adat Minangkabau. 

Dalam Istilah Hukum yang Baku digunakan kata warisan, dengan 

mengambil kata asal waris dengan ttambahan “ke-“ dan akhiran “an-“. 

Kata waris itu sendiri dapat berate orang pewaris sebagai subjek dan dapat 

berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “ hal ihwal 

orang yang menerima harta warisan “dalam arti kedua “ hal ihwal peralihan 

harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang 

digunakan dalam istilah hukum.
7
 

 Ulama berbeda pendapat dalam memaknakan Faraid secara Istilah, 

diantaranya : 

Imam Malik berpendapat bahwa, tarikah ialah apa yang 

ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik berupa harta 

maupun hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta 

terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya. 
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Imam Hanafi berpendapat bahwa tarikah ialah harta yang 

dtinggalkan seseorang yang tidak bersangkut paut dengan harta itu, dan hak 

orang lain. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa tirkah ialah harta yang dapat 

memenuhi wasiat simati dan berhak dipakai oleh ahli waris.
8
 

B. Dasar Hukum Kewarisan  

1. Al-Qur‟an 

a. Q. S. An-Nisa [4] 7 : 

 

                     

                          

 

 

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang laki-laki 

berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak 

ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari 

pihak ayahnya dan juga dari ibunya.
9
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b. Q. S an-Nisa [4] 11 : 

 

                     

                           

                        

                         

                      

                         

      

 

  

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu.Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.ini adalah 



ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”. 

 

Ayat di atas menegaskan : Anak perempuan berhak menerima 

warisan dari kedua orang tuanya sebagai mana yang didapat oleh 

anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima 

sebanyak yang didapat dua orang perempuan.Ibu berhak menerima 

warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga 

ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak–

anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila 

pewaris meninggalkan anak.
10

 

 

c. Q. S an-Nisa Ayat [4] 12 : 

                     

                  

                    

                    

                      
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                        

                     

                       

 

 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 

tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para 

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka 

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” 

 

Ayat diatas menegaskan bahwa apabila pewaris seorang 

anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau 

ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak 



menerima bagian dari harta tersebut.
11

Apabila pewaris adalah 

seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak 

atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau saudara perempuannya 

berhak menerima harta warisan tersebut. 

d. Q. S.an-Nisa [4] Ayat 33 : 

                     

                        

 

 
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 

bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan 

(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 

mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya 

Allah menyaksikan segala sesuatu”. 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah berpesan harta 

warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris dibagikan kepada anak–

anaknya, orang tuanya (ibu, bapak) , suami kepada istersinya atau 

sebaliknya.Ukuran bagian–bagian harta warisan telah dditentukan 

dengan membedakan antara ahli waris laki–laki dan ahli waris 

perempuan. Pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris 

setelah  diambil untuk membayar hutang , dan atau melaksanakan 

wasiat .
12
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2. Sunnah 

عنيما قال : قال رسٌل الله صلَ الله عليو ًسلم :عه ابه عباس رضي الله   

الحقٌا الفر ائض با ىليا فما بقي فيٌ لا ًلي رجل ذكر )متفق عليو(   

:Dari Ibn Abbas dari Nabi Saw bersabda “berikanlah faraid (bagian-

bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya 

berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” 

(Muttafakun „alaih)
13

 

 

 عه ابَ اما مة قال سمعت النبَ صلَ الله عليو ًسلم يقٌل ان الله قد اعطَ

كل ذٍ حق خقو فلا ًصية لٌ ارث )رًاه الخمسة الا النساء(   

:Dari Abu Amamah, ia berkata, “saya telah mendengar Nabi Saw 

bersabda. Sesungguhnya Allah menentukan hak-hak tiap ahli waris. 

Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang 

ahli waris” (HR. lima orang ahli hadis, selain Nasa‟i)
14

 

3. Ijtihad 

Pada dasarnyaayat Al-qur„an telah mengatur dasar hukum 

kewarisan Islam secara terperinci dan apabila terdapat sesuatu yang 

bersifat umum telah dijelaskan nabi dengan sunnahnya.Namun demikian 

dalam pelaksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah 

yang secara jelas tidak tercantum dalam al-qur‟an maupun hadis, 
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sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah 

memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk mengenali 

hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis yang telah dijelaskan 

oleh Allah dan Rasulnya. 

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap peristiwa yang tidak ada 

ketentuannya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan 

ayatnya, namun tidak pasti. Adapun hukum yang ditentukan melalui 

hasil ijtiad disebut sebagai fiqih terkandung hukum-hukum yang telah 

ada dalam al-qur‟ an maupun hadis. 

Ijma‟dan Ijtihad  para sahabat, imam-imam mazhab dan 

mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil 

sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang 

belum dijelaskan oleh nash-nash, misalnya :
15

 

a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek 

di dalam al-qur‟an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah 

status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-

sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka 

tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah 

kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan 

sahabat dan imam-imam yang mengutip penfapat zaid bin Tsabi, 
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saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara muqasamah 

dengan kakek. 

b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek 

yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. 

Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab 

oleh saudara-saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang 

hukum wasiat mesir yang menginstinbatkan dari ijtihad para ulama 

mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat 

wajibah. 

 

C.  Rukun dan Syarat Kewarisan 

1. Rukun Kewarisan. 

a. Pewaris  

b. Ahli Waris  

c.  Harta Warisan.
16

 

2. Syarat-syarat Kewarisan. 

Dalam syari‟at Islam ada tiga syarat supaya pewarisan 

dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli 

waris untuk menerima warisan, yaitu :
17

 

                                                           
16

 Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Tayyar Dkk, Mabahith Fi‟ Ilm Al-

Faraid (Maktabah Al-Rushd, 2010),hlm. 30-31. 
17

Amin Husein Nasution, Hukum kewarisan ( Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 

2012 ), hlm . 71-73. 



a. Orang yang mewariskan ( Muwaris ) benar telah meninggal dunia dan 

dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.Ini berarti 

apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau 

pembagian harta kepada keluarga semasa hidupnya, tidak termasuk 

kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau  pembagian ini 

disebut hibah. 

b. Orang yang mewarisi ( ahli waris atau waris ) hidup pada saat orang 

yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. 

                        Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah : 

1. Anak ( emberio ) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat 

orang yang mewariskan meninggal dunia. 

2. Orang yang menghilang tidak di ketahui tentang kematiannya, dalam 

hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia 

masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga 

kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli 

waris. 

Apabila ada dua orang yang mempunyai hubungan nasab 

meninggal bersamaan waktunya,atau tidak diketahui siapa yang lebih 

dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena 

ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. 

                                                                                                                                                                      
 



Ada hubungan Kewarisan antara orang yang mewariskan 

dengan orang yang mewarisi, yaitu : Hubungan nasab  (Keturunan, 

Kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (ushul al-mayit), seperti 

ayah, kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus dibawah (furu‟ al-mayit) 

seperti anak , cucu, atau pertalian mendatar/ menyamping (Al-hawasyi) 

seperti saudara , paman, dan anak turunannya. 

Yang dimaksud dengan hubungan darah  adalah hubungan  

yang disebabkan oleh pernikahan yang sah. Apabila hubungan 

darahnya atau proses kelahirannya disebakan bukan pernikahan yang 

sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi seperti : proses 

kelahiran melalui bayi tabung, kemudian dimasukkan kedalam rahim 

wanita lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka dinasabkan hanya 

kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami isteri pemilik 

sperma dan ovum. Anak bayi tabung ini, hanya mempunyai ibu yaitu 

orang yang melahirkannya dan tidak mempunyai ayah. 

D. Sebab-sebab Mewarisi 

Dalam Hukum islam, sebab-sebab mewarisi ada 3 yaitu : 

1. Hubungan Kekerabatan (  al - qarabah ) 

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi 

sebab mewarisi adalah  terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam 

datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, 

termasuk didalamnya anak-anak , bahkan bayi yang masih didalam 



kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan 

kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat 

yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. 

Adakalanya menghalangi  (menghijab) sama sekali, atau hanya sekedar 

mengurangi bagian si terhijab. Yang pertama , seharusnya ahli waris 

bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang 

menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang 

kedua seperti suami, sediannya menerima  ½ , tetapi karena ada anak 

atau cucu berkurang bagiannya menjadi ¼.
18

 

2. Hubungan perkawinan (al-musaharah)  

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum 

saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat 

dan rukunnya terpenuhi , baik secara agama maupun administrative. 

Tentang syarat administrative ini , masih terdapat perbedaan pendapat. 

Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi 

berakibat tidak sah perkawinannya.
19

 

3. Hubungan (al-wala‟) 

Al-wala‟ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang 

memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. 

Untuk yang terakhir ,agaknya jarang dilakukan jika masalah tidak ada 
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sama sekali. Adapun al-wala‟ yang pertama disebut dengan wala‟ al 

„alaqah atau „usubah sahabiyah dan yang kedua disebut wala‟ al-

muwalah, yaitu wala‟ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong 

menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang 

yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu‟ tiq, jikas 

perempuan mu‟ tiqah.Wali penolong disebut maula dan orang yang 

ditolong disebut mawali.
20
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E. Asas- Asas Kewarisan Islam. 

Hukum Kewarisan islam atau yang lazim disebut Faraid dalam 

literature hukum islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum 

islam yang mengaur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada 

orang yang masih hidup. 

Sebagai hukum yang terutama bersumber kepada wahyu allah 

yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, Hukum kewarisan islam 

mengandung berbagai asas yang dalam berapa hal berlaku pula dalam 

hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum 

kewarisan islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda 

dengann hukum kewarisan yang lain berbagai asas hukum ini 

memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan islam itu. 
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Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-

qur‟an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW, 

dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang 

berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan 

harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterim dan waktu 

terjadinya peralihan harta itu. Asa-asas tersebut adalah : asas ijbari, asas 

bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat 

kematian.
21

 

1. Asas Ijbari 

 Peralihan harta dalam hukum Islam dari orang yang telah 

meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa 

usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara 

peralihan seperti ini disebut secara ijbari. 

Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan ( compulsory). 

Yaitu Asas melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.
22

 

 Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa 

peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya 

berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung 

kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan 

sesuai dengan arti terminologi tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris 
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terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai yang 

telah ditentukan.. 

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan 

memberatkan orang yang  menerima waris. Karena menurut ketentuan 

hukum Islam waris hanya berhak menerima harta yang ditinggal dan tidak 

kewajibab memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibabnya 

hanya sekedar menolong membayar utang pewaris dengan harta yang 

ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utangitu dengan hartanya 

sendiri.  

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal 

ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut 

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan islam dapat dilihat dari 

beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang 

beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. 

Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta 

orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa 

kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan 

dengan “ peralihan harta “ , “ bukan “ pengalihan harta “, karena pada 

peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada “ pengalihan “ 

tampak usaha seseorang. Asas ijbari dalam peralihan ini dapat di lihat dalam 

firman Allah dalam surat an-Nisa „ ayat [ 4 ] : 7 ayat ini menjelaskan bahwa 

bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada  nisab “ dari harta 



peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata “ nisab “berarti bagian, 

saham, atau dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata “ 

nasib “ itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si 

pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini 

pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula 

ahli waris tidak perlu menerima haknya. 

Bentuk ijbari dari segi jumlah berti bahwa bagian atau hak ahli 

waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah ; sehingga 

pewaris maupunahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau 

mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa 

yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah 

ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. 

Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa 

mereka yang berhak atas harta peninggalan sudah ditentukan secara pasti. 

;sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya 

dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. 

Adanya unsure ijbari dapat dipahamin dari kelompok ahli waris sebagaimana 

disebutkan Allah SWT dalam Q.S.an-Nisa : 11, 12, dan 176. 

2. Asas bilateral 

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu di 

kalangan ahli waris. Asas bilateral adalah hukum kewarisan islam 

mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, 



hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah 

pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki–laki dan 

pihak kerabat garis keturunan perempuan.
23

 

3. Asas Individual. 

Asas infividual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan 

islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia 

dibagi secara individual langsung kepada masing – masing ahli waris untuk 

dimiliki secara perseorangan. 

Pembagian secara individual ini disarkan kepada ketentuan bahwa 

setiap insane sebagi pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak 

dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqih disebut Ahliyat 

al-wujub.
24

 

4. Asas Keadilan Berimbang. 

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar 

dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak 

tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.Ditinjau dari 

segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat 

ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena 

keadilan dalam pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang 
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didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan 

dan kebutuhan.
25

 

5. Semata Akibat Kematian 

Hukum islam Asas menetapkan bahwa peralihan harta seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku 

setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa 

harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris 

selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala  

bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung 

maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah 

kewarisan menurut hukum islam. Dengan demikian hukum kewarisan 

islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat 

kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan 

kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat 

yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bij testament. 

Wasiat dalam hukum islam merupakan lembaga terendiri terpisah 

dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab berbagai kitab fiqih wasiat 

dibahas tersendiri dan termasuk salah satu dalam pewarisan. 

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan 

asas ijbari yang disebutkan sebelumnya.Padahal hakikatnya, seseorang 
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yang telah memenuhi syarat sebagi subjek hukum dapat menggunakan 

hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi 

memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan unturan 

tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal 

sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut 

dengan istilah kewarisan. 

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan 

kata-kata “ warasa“, yang dapat terdapat dalam al-qur‟an . Kata warasa 

ditemukan beberapa kali  digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari 

keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku 

setelah yang mempunyai hartaitu meninggal dunia.Maka terakhir ini akan 

lebih jelas bila semua kata-kata warasa yang terdapat dalam ayat-ayat 

kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan warasa yang terdapat diluar 

ayat-ayat kewarisan.Kata ini cukup banyak dipergunakan dalam al-Qur‟an 

dan baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.
26

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik 

bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak 

dapat disebut pewarisan sebagai mana yang terdapat dalam ayat-ayat 

kelompok pertama; walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata 
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warasa. Dalam hal ini kata warasa tidak dapat diartikan waris dalam arti 

sebelumnya. 

F. Penghalang  Kewarisan 

1. Pembunuh. 

Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan , para ulama 

berbeda pendapat tentang bentuk pembunuhan yang mana yang bisa 

menjadi penghalang hak kewarisan, di anaranya :
27

 

a. Menurut imam Syafi‟i bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun 

menghalang hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah dikalangan 

ulama kelompok ini yang menyatakan bahwa pembunuhan secara 

hak tidak menghalang hak kewarisan. 

b. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang 

menghalang hak-hak kewarian adalah pembunuhan yang disengaja, 

sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak 

kewarisan 

c. Menurut ulama Hambali Pebunuhan yang menghalang hak 

kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam sengaja 

bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi 

hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanks akhirat. 
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d. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang 

menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja 

yang dikenai sanksi qishash. 

2. Beda Agama 

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama disini ialah 

antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya 

seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula 

non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. 

Menurut jumuhur ulama fiqih yang menjadi ukuran dalam 

penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang 

mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang 

mendapat harta warisan walaupun ia masuk islam Agama Islam 

sebelumnya pembagian harta warisan di laksanakan. 

Wilayah Hukum Islam ( khususnya hukum waris) tidak mempunyai 

daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Selain itu hubungan antara 

kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya 

terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik dalam masyarakat dan 

tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari‟ah ( termasuk 

hukum waris). Hal ini sesusi dengan ketentuan al-Qur‟an surat Luqman 

ayat 15 sebagai berikut : 

 



                         

                            

              

. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian 

hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Data Geografis 

1. Data Wilayah 

Desa Simartolu kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada garis 

1º26’LU-2º11’LU dan 91º01’BT-95º53’BT. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas adalah : 

a. Sebelah utara berbatas dengan propinsi  Sumatera Utara 

b. Sebelah Barat berbatas dengan propinsi Riau 

c. Sebelah Timur Padang Lawas Utara 

d. Sebelah Selatan Tapanuli Selatan 

Kabupaten Padang Lawas Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara 

geografis terletak pada garis 1º26’LU-2º11’LU dan 91º01’BT-

95º53’BT.Sebelah Utara berbatas dengan kabupaten padang Lawas Utara, 

Sebelah Timur berbatas dengan kabupaten rokan hulu Riau, Sebelahh 

Selatan berbatas dengan kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu, Sebelah 

barat berbatas dengan kecamatan Sayur Matinggi dan kecamatan Batang 

angkola. Luas Wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.892,74 km². 
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2. Data Penduduk 

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah 

yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintekrasi satu 

sama lain. Penduduk desa Simartolu kecamatan sosopan pada tahun 2006 

hanya berjumlah 40 KK. Setelah tahun 2007 pertambahan penduduk di 

Desa Simartolu Kecamatan Sosopan sekitar 20 KK. Pertambahan 

penduduk diakibatkan karena perpindahan penduduk dari desa yang satu 

kedesa Simartolu dan menikah sesama orang Simartolu. 

 Jadi Penduduk Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten 

Padang Lawas terdiri dari 66 KK. Laki-laki berjumlah 225 orang dan 

perempuan berjumlah 275 . 

3. Pendidikan 

Minimnya Pendidikan di desa Simartolu kcamatan Sosopan 

kabupaten Padang Lawas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :  

pertama jarak sekolah dari desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas sangat jauh dan transportasi sangat susah. 

Apalagi Pada Musim kemarau sering kali tanah longsor dan jalan rusak 

sehingga menghambat arus lalu lintas. Kedua faktor ekonomi yang sangat 

lemah dan kurangnya pengetahuan tentang arti sebuah pendidikan. 

Sedangkan yang ketiga minat dan bakat untuk menjadi orang-orang yang 

sukses dan jauh dari kebodohan dan kemiskinan sangat rendah.  



Sehingga pendidikan masyarakat Desa Simartolu Kecamatan 

Sosopan Kabupaten Padang Lawas berbeda-beda. 50 % tamat SMA, 20 % 

tamat SMP, 20 % tamat SD, 5 % buta huruf, dan 5% lagi Sarjana. 

4. Agama 

Penduduk Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang 

Lawas  seluruhnya beragama Islam. Akan tetapi cara beribadah mereka 

berbeda-beda. Walaau pun seluruhnya beraga Islam, masih banyak 

diantara mereka yang tidak melaksanakan ibadah shalat khususnya para 

kaum bapak dan remajanya. Ada juga beberapa orang yang tidak 

mengetahui bagaimana tata cara shalat yang baik dan benar. Kebiasaan 

sholat yang mereka lakukan adalah shalat sendiri-sendiri kecuali Magrib, 

Isya, dan Subuh. 

5. Mata Pencaharian. 

Mata pencaharian masyarakat desa Simartolu Kecamatan Sosospan 

Kabupaten Padang Lawas  ada petani, hanya dua tiga orang saja yang 

PNS. Masyarakat desa Simartolu terkenal dengan hasil panen bawang 

jenggot dan tanaman palawija lainnya. Mereka pagi-pagi buta sudah pergi 

kekebun dan pulangnya jam lima sore. Ada juga yang bertani dengan cara 

bergotong royong dan bercocok tanam ditanah yang bukan milik sendiri 

namun tidak boleh menanaminya dengan tanaman tua.  

Tanah yang digunakan untuk bercocok tanam didesa simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah tanah kehutanan 



atau bekas penebangan pohon pinus. Masyarakat kadang-kadang merasa 

was-was suatu ketika tanah itu diambil oleh pihak kehutanan sehingga 

masyarakat desa Simartolu selalu waspada. 

6. Sejarah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

Adapun Sejarah Desa Simartolu Kecamatan sosopan Kabupaten 

Padang Lawas adalah dahulu pada zaman belanda sekitar tahun 1821-an 

daerah diperkampungan desa simartolu dikuasai oleh raja-raja luat atau 

disebut bahasa kampungnya urat nitano (orang yang pertama dikampung 

tersebut). Dahulu desa simartolu disebut dengan desa 

Silonggom,kemudian diganti oleh raja yang Bermarga Harahap bernama 

H. Kari pinayungan Harahap yang berasal dari kampung itu sendiri atau 

yang mendirikan kampung tersebut. dii namakan Simartolu Karena 

dahulu ada tiga pohon besar yang berwarna hitam tumbuh di tengah-

tengah kampung, sehingga kampung tersebut disebut desa simartolu.Desa 

simartolu Terletak di kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas. 

Kabupaten Padang Lawas merupakan Pemekaran Baru dari 

Tapanuli Selatan Pada tahun 2007. Dasar Hukum pendirian Kabupaten 

Padang Lawas adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 

tahun 2007  dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang 

pembentukan kabupaten Padang Lawas . Saat ini Pemerintahan 

pertamanya oleh bupati Basyrah Lubis S.H. 



Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah 

padang lawas seperti padi, sedangkan dalam bidang perkebunan yang 

paling cocok adalah karet, sawit, dan tanaman palawija. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.Secara horistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentukkata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
1
 

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 

Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 

melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.
2
Jadi jenis penelitian ini 

adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research. 

C. Subjek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau 

                                                           
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 6. 
2
Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 5. 



sasaranpeneliti.
3

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat, AhliWaris, Kepala Desa,Ulama, dan Tokoh Masyarakat. 

D. Sumber Data 

Lofland mengatakandata utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain”.
4
 Adapun data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (interview), 

observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus 

dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Ahli Waris, Kepala Desa,Ulama, dan 

Tokoh Masyarakat. 

2. Data sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan maupun arsip 

baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. 

Data sekunder dalam tulisan ini, diantaranya adalah buku Fiqih 

Mawaris, Hukum Kewarisan Islam. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewier). 

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data 

terhadap realitas sosial yang dikontruksi dalam diri serta interprestasi 

seseorang terhadap hal itu. 

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak 

bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwanwancarai 

dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana Praktek pembagian harta 

warisan studi kasus pada keluarga yang bertisteri lebih dari satu di Desa 

Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari 

Hukum Islam.  



Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari record 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.
5
Dalam 

penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu: 

meliputibukuyang relavan, peraturan-peraturan, laporankegiatan, foto-foto, 

data yang relevandenganpeneliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha 

menggambarkanobjek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan 

penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan 

statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan 

terperinci. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. 
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Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut : 

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh 

dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data 

sekunder.Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan 

wawancara.Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam 

situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.Maka perlu 

dilakukan segera analisis data melalui reduksidata.Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 



Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data.Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang 

akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji 

dependabilitas data, uji transferabilitas, dan data uji konfirmabilitas. Namun yang 



utama adalah uji kredibilitas data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data.Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.Perpanjangan keikutsertaan 

berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan 

data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan : 

a. Membahas gangguan dari dampak peneliti pada konteks, 

b. Membatasi kekeliruan peneliti, 

c. Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

2. Ketekunan Pengamatan  

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh.Mencari apa 

saja yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 



3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu umtuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Pembedaan empat 

macam triangulasi membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. 

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyatan yang ada dalam konteks suatu 

penelitian sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi 

peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya 

dengan berbagai sumber, metode, dan teori. untuk itu peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.6 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kehidupan Rumah Tangga Pewaris. 

Budaya kita meletakkan pernikahan sebagai sebuah intitusi yang sakral. 

Namun pada sebagian besar kepercayaan, pernikahan bisa dilakukan berulangkali 

untuk memiliki isteri lebih dari satu, atau poligami. Berbeda halnya dengan 

masyarakat desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. 

Beberapa keluarga ada yang beristeri dua akan tetapi tidak berpoligami. 

Suami menikah dengan isteri pertamanya, kemudian membina rumah 

tangga sehingga mempunyai anak . hari demi hari tahun demi tahun menjalin 

hidup bersama susah maupun senang dan tidak luput dari harta pencaharian 

mereka. Tuhan berhendak lain isterinya meninggal dan mempunya anak anak. 

Pastinya suami akan merasa sedih dan kesepian dan ingin menikah lagi untuk 

merawat dan menjaga anak nya seta untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani sang suami. Suami menikah lagi dengan isteri keduanya dan mempunyai 

anak lagi. Selama hidup bersama isteri kedua tidak giat bekerja dan selalu 

mengadu domba anak dari isteri pertama suaminya ditambah lagi isteri kedua 

suka menyakiti anak dari isteri pertama sampai anak dari isteri pertama tersebut 

dewasa dan membina rumah tangga. 

Suami meninggal dunia (Pewaris) terjadilah pembagian harta warisan. 

Anak dari isteri pertama pewaris menguasai seluruh harta warisan karena dia 

 

49 



merasa bahwa harta tersebut adalah harta pencaharian ibu bersama ayah 

(pewaris) selama kedua masih hidup. Anak dari isteri pertama pun merasa tidak 

sudi untuk memberikan sepersen pun baik untuk saudara kandung seayahnya 

maupun ibu tirinya. 

Perselisihan yang terjadi disetiap keluarga di Desa Simartolu Kecamatan 

Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai isteri kedua mengandung 

komplik baik secara lahiriyah maupun batiniah. Perselisihan yang timbul akibat 

adu donba dari isteri kedua mengakibatkan pewaris tidak tegur sapa bersama 

anak-anak dari isteri pertamanya, dan akirnya sampai pewaris meninggal dunia. 

Beberapa keluarga di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten 

Padang Lawas setiap isteri kedua beserta anak-anaknya sudah merasakan hal itu. 

Berbrda dengan isteri kedua beserta anak-anaknya yang mendapat bagian dari 

pewaris itu dikarenakan adanya harta pencaharian isteri kedua selam hidup 

bersama dengan pewaris dan mengatasnamakan tanah itu menjadi namanya. 

B. Praktek Pembagian HartaWarisan di Desa Simartolu kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas. 

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

memiliki praktek pembagian harta warisan isteri kedua beserta Anak-anaknya 

tidak mendapat harta warisan, beberapa keluarga diantaranya : 

Hadi (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibuTimasari) mengatakan 

bahwa seluruh harta warisan yang di tinggalkan ayahnya adalah harta 



pencaharian ibunya bersama ayahnya selama hidup bersama. Sehingga hadi tidak 

memberikan sedikit pun bagian ibu tirinya beserta adeknya.
1
 

IbuIjah Harahap mengatakan Harta warisan dari bapak H. Imran (alm) 

yaitu rumah, karet dua hektar, salak lima hektar, dan tanah kosong dua hektar 

seluruhnya dikuasai oleh Hadi, sementara ibu Ijah dan anaknya Puja kusumah 

tidak mendapat apa-apa Padahal tanah kosong tersebut sudah ditanami cokelat 

dan biayanya diambil dari hasil jualan emas ibuIjah Harahap.
2
 

Puja Kusuma juga memberikan penjelasan bahwa dia juga tidak 

menerima apa-apa dari harta ayahnya meskipun dia ahli waris yang 

sah.Meskipun demikian Puja tetap sabar dan tidak bisa berbuat apa-apa. 

Adapun Harta warisan dari bapak Sangkot harahap (alm) yaitu kebun 

karet lima hektar, dan kulit manis satu hektar seluruhnya dibagi rata oleh anak-

anak dari isteri pertama sipewaris tanpa sepengetahuan ibu Damsa beserta 

anaknya. Sehingga ibu Damsa merasa kecewa padahal harta warisan tersebut 

sedikit banyaknya ada pencahariannya yaitu menanam kulit manis di kebun yang 

satu hektar tersebut.
3
 

Umar (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibu Kanaya siregar) 

mengatakan bahwa benar mereka tidak membagi harta warisan terhadap ibu 
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Damsa dengan alasan selama sipewaris hidup ibu Damsa sangat kejam dan selalu 

mengadu domba.
4
 

Baginda Harahap selaku (anak pertama dari isteri pertama (alm) ibu 

Masniari Ritonga) mengatakan bahwa benar mereka tidak memberi bagian 

kepada Tapi singgar Harahap, karena ada tanah kosong tiga hektar yang ditanami 

kulit manis beserta coklat atas nama Manna Ritonga (alm) ibu kandung tapi 

singgar harahap tanpa sepengetahuan anak-anak dari isteri pertama. Sehingga 

mereka merasa ditipu oleh ibu tiri mereka dan tidak memberikan apa-apa lagi 

kepada TapiSinggar Harahap.
5
 

TapiSinggar Harahap mengatakan bahwa tidak benar (alm) ibunya 

mengatas namakan tanah tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, itu hanya 

alasan semata.TapiSinggar harahap juga mengatakan bahwa saudara-saudaranya 

sangat rakus dan tamak. Adapun Harta dari bapak H. Kari pinayungan Harahap 

(alm) yaitu Rumah, kebun karet enam hektar, tanah kosong tiga hektar, dan Kulit 

manis dua hektar,seluruhnya dikuasai anak-anak dari isteri pertama pewaris.
6
 

Naek Harahap mengatakan selaku kepala desa di desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan bahwa pembagian harta warisan terhadap isteri kedua 

beserta anaknya disesuaikan dengan seberapa banyak harta pencaharian isteri 

kedua selama hidup bersama dengan pewaris.Jika tidak ada harta pencaharian 

yang di dapat selamah idup bersama meskipun harta pewaris banyak selama 
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hidup bersama dengan isteri pertama maka isteri kedua beserta anak-anaknya 

tidak mendapat harta warisan. Itu sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek 

moyang di desa Simartolu.
7
 

Samsu Harahap mengatakan bahwa setiap isteri kedua beserta anak-

anaknya tidak selamanya tidak mendapat harta warisan.Adakalanya isteri kedua 

mendapat harta warisan beserta anak-anaknya.Isteri kedua harus pandai 

mengambil hati pewaris  sebelum meninggal dunia dan setiap membeli tanah 

harus diatas namakan atas nama isteri kedua atau anak dari isteri kedua, supaya 

tidak terjadi perselisihan ketika membagi harta warisan kelak.
8
 

MenurutBapakSaruddinHasibuansebagaialimulama di desa Simartolu 

mengatakan bahwasanya Pembagian Harta warisan isteri kedua dan anak isteri 

kedua tidak mendapat warisan dari sipewaris sudah menjadi kebiasaan atas Dasar 

kesepakatan anak-anak dari Isteri pertama yang mengatakan harta warisan 

tersebut adalah harta pencaharian ibu mereka selama masih hidup bersama ayah 

mereka, Namun jika ada harta pencaharian dari isteri kedua maka anak dari isteri 

pertama tetap bersih keras mengambil seluruh harta sipewaris. Adakalanya isteri 

kedua dan Anak dari isteri kedua mendapat harta warisan atas dasar belas 

kasihan dari anak-anak isteri pertama.
9
 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Simartolu Kecamatan 

Sosopan Kabupaten Padang Lawas ternyata rata-rata isteri kedua beserta anaknya 
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tidak mendapat harta warisan dari pewaris, disebabkan anak dari isteri pertama 

selalu menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya (pewaris). 

Adapunsebab-sebab isteri kedua beserta anaknya tidak mendapat harta 

warisan adalah : 

1. Perselisihan. 

Perselisihan yang terjadi selama pewaris masih hidup bersama anak dari 

isteri pertamanya yang disebabka noleh hasutan isteri kedua, sehingga 

perselisihan itu berakhir sampai pewaris meninggal.Ahli waris dari isteri 

pertamanya atau anak dari isteri pertamanya merasa dendam dan benci kepada 

ibu tiri mereka.Sehingga mereka tidak memberikan harta warisan tersebut. 

2. Isteri kedua sangat kejam dan selalu pilih kasih 

Artinya isteri kedua selalu mengutamakan kepentingan dirinya beserta 

anaknya disbanding kepentingan bersama. Dihadapan pewaris isteri kedua 

selalu berlaku baik kepada anak-anaknya. Sedangkan dibelakang suka 

menyakiti anak-anak dari isteri pertama. Bahkan sering pilih kasih apa lagi 

anak-anak dari isteri pertama selalu mengerjakan tugas rumah ditambah lagi 

dengan pekerjaan kebun. 

3. Tidak adanya harta pencaharian selama hidup bersama. 

Selama Pewaris hidup isteri keduanya selalu dirumah saja dan tidak 

pernah kemana-mana.Isteri kedua selalu dirumah makan tidur. Selain itu 



Isteri kedua suka menghambur-hamburkan uang pewaris dan suka memberi 

uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan pewaris. 

4. Kurangnyapengetahuan.  

Pendidikansalahsatufaktor 

penyebabisterikeduabesertaanaknyatidakmendapathartawarisan.Minimnyape

ngetahuantentangilmu agama menyebabkangelapnyahatiuntukmengambilhak 

orang lainsehinggamunculketidakadilandalampembagianhartawarisan. 

5. Rakus danTamak. 

Rakus dan tamak adalah salah satu factor penyebab ahli waris tidak 

mendapat harta warisan.Sifat Rakus dan Tamak ini membuat orang merugi 

baik didunia mau pun diakhirat. Isteri kedua yang mempunyai sikap rakus 

dan tamak selalu disingkirkan oleh anak-anak dari isteri pertama ketika 

pewaris sudah meninggal dunia. Akibatnya isteri kedua beserta anak-

anaknya tidak mendapat harta warisan. 

C. Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan 

Kabupaten Padang Lawas di tinjau Dari Hukum Islam. 

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hokum keluarga 

yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang 

di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan sama-

sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam ayat-ayat kewarisan. Begitu pula halnya dengan para isteri mempunyai 

hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia.Hukum waris 



sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap 

manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.  

Isteri dan anak adalah salah satu ahli waris yang sah dan berhak 

mendapat harta warisan
10

. Di dalam Al-Qur’an Juga dijelaskan bagian Isteri 

adalah 1/8 jika tidak ada anak dan jika ada anak ¼ bagian. Begitu pula bagian 

anak laki-laki mendapat dua kali bagian perenpuan atau 1 : 2. 

Isteri merupakan ahli waris yang disebabkan karena hubungan 

perkawinan sedangkan anak disebabkan karena hubungan nasab, sehingga 

isteri dan anak sama-sama berhak mendapat harta warisan. 

Permasalahan muncul dalam penerapannya dimasyarakat terutama 

dalam hal hak dan perolehan isteri kedua.Adanya diskriminasi dalam 

pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya 

sikap untuk tidak mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap 

perolehan dan hak kewarisan terhadap isteri kedua. 

Di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

isteri kedua beserta anak-anaknya tidak mendapat Harta warisan. Disebabkan 

Karena anak-anak dari isteri pertama menguasai seluruh harta warisan 

tersebut, karena menurut mereka ibu tiri beserta saudara kandung seayah 

mereka tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris.Dengan alas an 

tidak adanya harta pencaharian ibu tiri mereka selama hidup bersama dengan 
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pewaris, ditambah lagi kurang baiknya perlakuan ibu tiri terhadap mereka. 

Disisi lain anak-anak isteri pertama merasa lebih berkuasa atas harta warisan 

yang ayahnya tinggalkan. Sehingga setiap isteri kedua di Desa Simartolu 

kecamatan Sosopan tidak mendapat harta warisan . 

D. Analisis 

Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi yang di peroleh dari 

lapangan,bahwa dalam Praktek Pembagian Harta Warisan di DesaSimartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ternyata rata-rata Isteri kedua 

beserta anak-anaknya tidak mendapat warisan, di sebabkan karena anak-anak 

dari isteri pertama pewaris menguasai seluruh harta pewaris dan membagi rata 

sesama mereka tanpa memikirkan bagian ibu tiri beserta adik mereka.Dengan 

alas an bahwa harta pewaris adalah harta pencaharian bersama ibu mereka 

selama hidup bersama sehingga mereka tidak sudi memberikan sepersen pun 

untuk ibu tiri beserta adik mereka.Ditambah lagi kurang baiknya perlakuan 

serta sikap ibu tiri terhadap mereka dan suka mengadu domba pewaris dengan 

anak-anak dari isteri pertama.  

Sehingga sampai meninggalnya pewaris anak-anak dari isteri pertama 

tidak akur dengan pewaris. Hal itu yang menyebabkanIsterikeduabeserta anak-

anak dari isteri kedua tidak mendapat apa-apa dari harta pewaris. 

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa praktek pembagian harta 

warisan di Desa Simartolu Kecamatan Sosopan kabupaten padang lawas di 



tinjau dari hukum Islam sudah menyalai aturan. Seharusnya disesuaikan 

dengan hukum waris Islam. 

Isteri adalah ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian sebesar 

1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika meninggalkan 

anak. Hal yang menjadi dasar hukum disini adalah surat an-Nisa ayat [12], “ 

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu 

tidak  mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri 

mendapat seperdelapan bagian dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutang sipewaris”.  

Anak merupakan ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian dari 

harta yang ditinggalkan pewaris . Bandingan bagian anak laki-laki dan 

perempuan sebesar 1 : 2 , dua untuk bagian anak laki-laki dan satu untuk 

bagian anak perempuan. 

Menurut hasil penelitian penulis yang melakukan praktek  pembagian 

harta warisan didesa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 

di tinjau dari hukum Islam, Oleh karena itu penulis tidak setuju isteri kedua 

beserta anak dari isteri kedua tidak mendapat harta warisan dari pewaris. 

Namun alangkah baiknya praktek pembagian Harta Warisan di desa Simartolu 

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di sesuaikan dengan praktek 

pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam agar tidak terjadi 

pengambilan hak.Karena yang terjadi di desa Simartolu tesebut bertentagan 

dengan hukum waris Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah peneliti berkesimpulan : 

1. Praktek pembagian harta warisan  di desa Simartolu Kecamatan sosopan 

kabupaten Padang Lawas beberapa keluarga yang berstatus isteri kedua 

beserta anak-anaknya tidak mendapat harta warisan dari pewaris. Ini 

disebabkan karena anak-anak dari isteri pertama pewaris menguasai 

seluruh harta warisan dari pewaris dengan alasan bahwa seluruh harta 

peninggalan pewaris adalah harta pencaharian ibu mereka selama masih 

hidup bersama dengan ayah mereka. Jadi atas dasar itulah anak-anak dari 

isteri pertama tidak membagikan harta warisan. Dan ditambah lagi kurang 

baiknya hubungan atau perlakuan isteri kedua (ibu tiri) dengan anak-anak 

dari isteri pertama seperti : isteri kedua sering berkata kasar, rakus, dan 

suka menyakiti. 

2. Praktek pembagian harta warisan di desa Simartolu kecamatan sosopan 

kabupaten Padang lawas ternyata tidak sesuai dengan praktek pembagian 

harta warisan ditinjau dari hukum Islam. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada Masyarakat dalam membagikan Harta Warisan dilaksanakan 

dengan benar. 

2. Diharapkan Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan nasehat 

atau bimbingan tentang pembagian harta warisan. 

3. Diharapkan Kepada instansi terkait seperti Kartor PengadilanAgama (PA) 

hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewarisan.
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